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Ikhtisar Putusan

Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara yang berprofesi sebagai
mantan Gubernur.

Mengenai kewenangan Mahkamah, menurut Mahkamah oleh karena
permohonan yang diajukan adalah Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang
mengadili permohonan perkara a quo.

Terkait kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah dalam pertimbangan
hukumnya menyatakan bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan.

Dalam pokok permohonan terkait konstitusionalitas Pasal 80 KUHAP,
Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

= Bahwa walaupun KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa
saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namun
menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan
bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga
diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, interpretasi mengenai pihak ketiga
dalam pasal a quo tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi
juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh
perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk
memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) seperti Lembaga
Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya
KUHAP adalah instrumen hukum untuk menegakan hukum pidana. Hukum pidana
adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum;



= Bahwa peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun
perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk
memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) sangat diperlukan
dalam pengawasan penegakan hukum. Mahkamah sebagai pengawal konstitusi
dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan mengenai kedudukan hukum
(legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang
bukan hanya kepada perseorangan warga negara Indonesia tetapi juga
perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk
memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) yaitu berbagai
asosiasi dan Non-Governmental Organization (NGO) atau LSM yang concern
terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik;

= Dengan demikian, menurut Mahkamah hak konstitusional yang dimaksudkan dalam
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28| ayat (2) UUD 1945 tidaklah dimaksudkan untuk
menjamin agar seseorang yang telah mendapatkan SP3 tidak dapat diajukan
praperadilan hanya dengan alasan untuk menjamin dan melindungi kepastian
hukum. Kepastian hukum yang dimaksudkan adalah kepastian hukum yang adil
serta adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan yang terdapat
dalam Pasal 80 KUHAP bukan hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan
tersangka seperti Pemohon, tetapi dalam pengertian luas dimaksudkan pula untuk
melindungi kepentingan seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu ketentuan
a quo, menurut Mahkamah tidak bersifat diskriminatif dan tidak menciderai hak-hak
konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan
perlakuan yang sama di hadapan hukum serta untuk mendapatkan perlindungan
atas perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D
ayat (1) dan Pasal 28| ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut merupakan konsekuensi
dari pengakuan sebagai negara hukum yang demokratis sebagaimana di tegaskan
oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, ketentuan tersebut
juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana
didalilkan oleh Pemohon;

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pasal
80 KUHAP tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal
28| ayat (2) UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya
Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



